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A. LATARBELAKANG 

I. Sejarah Fase Awal dan Kesultanan Kuntu 

Sejarah keberadaan Masyarakat Adat Kuntu dilalui dengan beberapa fase yaitu fase awal dan 

kesultanan Kuntu, Kerajaan gunung Sailan, masa pra kemerdekaan dan kemerdekaan. Tidak 

sampai seabad setelah wafatnya Rasulullah SAW, agama Islam telah menjejakkan kakinya di 

nusantara, yakni melalui hubungan dagang antara Ke-Khalifahan Bani Ummayah (661–750) di 

Damaskus dengan Kerajaan Sriwijaya Jambi (sebelum Sriwijaya Palembang). Melalui hubungan itu 

pada tahun 718 M, Sri Maharaja Sirindrawarman masuk Islam. Sehingga wilayah sentral 

produksi merica Nusantara yang telah terkenal sejak tahun 500-an, seperti daerah Batang hari 

Jambi, Kuntu Kampar, Minangkabau dan Aceh Barat, secara defacto berada dalam kekuasaan 

Kerajaan Islam yang tunduk kepada Khalifah Bani Umayyah. 

 

Namun 4 tahun setelah kejadian itu, Kerajaan dinasty Tang Cina, merebut semua wilayah 

penghasil merica nusantara. Kerajaan Sriwijaya Jambi yang telah Islam dibumi hanguskan, diganti 

dengan munculnya Kerajaan Sriwijaya Palembang yang beragama Budha Mahayana dibawah 

kekuasaan Dinasty Saylendra. Sedangkan di Jambi sendiri saat itu berdiri Kerajaan Darmasraya 

yang juga beragama Budha. Akibatnya, hampir selama 400 tahun kemudian (730-1128) 

perkembangan Islam, khususnya di Kepulauan Sumatera nyaris terhenti. (dimasa inilah dalam 

ungkapan masyarakat Kuntu dikenal istilah "Apik Tupai Panggang Kaluang". 

 



Untunglah sesudah itu di Mesir berdiri Ke-Khalifahan Bani Fatimiyah (976-1168) melanjutkan 

usaha monopoli perdagangan di wilayah Sumatera yang secara berturut-turut berhasil merebut 

kembali sentral penghasil merica di muara sungai Pasai dan di hulu sungai kampar kiri. Di 

wilayah ini kemudian dibentuk kesyahbandaran Daya Pasai (1128 – 1204) yang tunduk dibawah 

kekuasaan Bani Fatimiyah di Mesir, sebagai pelabuhan Islam pertama di kepulauan nusantara. 

 

Khusus untuk wilayah di sekitar muara sungai kampar kiri yang merupakan centra penghasil 

rempah terbesar, melalui kesyahbandaraan Daya Pasai, Ke-Khalifahan Bani Fatimiyah 

menempatkan satu pasukan tentara di bawah komando Panglima Zulfikar Al-Kamil. 

Setelah 23 tahun kekhalifaahn Bani Fatimiyah diruntuhkan oleh Salahuddin al-Ayubi di 

Mesir(1168), kesyahbandaran Daya Pasai yang dipimpin oleh Laksamana Kafrawi al-Kamil, 

berada dalam kevakuman pemerintahan induk. Akibatnya, pada tahun 1191 pasukan Zulfikar al-

Kamil di muara sungai Kampar Kiri ini dipukul mundur oleh tentara Darmasraya Jambi.(Tahun 

1191 merupakan tahun wafatnya Syekh Burhanuddin yang di makamkan di Kuntu, apakah dia 

Zulfikar al-Kamil atau hanya kebetulan? wallahu a'lam) 

 

Pada tahun 1204, Kondisi Laksamana Kafrawy al-Kamil yang sudah tua, ditambah hilangnya pusat 

pemerintahan Bany Fatimiyah di Mesir, dimanfaatkan oleh kapten Johan Jani, panglima kapal 

perang kesyahbandaraan Daya Pasai untuk memberontak. Hingga Laksamana Kafrawy al-Kamil 

terbunuh, dan Johan Jani mengangkat dirinya sebagai Laksamana Daya Pasai, sekaligus merubah 

status Daya Pasai dari kesyahbandaran menjadi Kerajaan utuh. Ia menjadi Raja Daya Pasai 

pertama dengan gelar “Tuanku Sri Sultan Djohan Djani Alam Sjah” 

 

Meskipun Daya Pasai adalah Kerajaan Islam, tetapi bukan Kerajaan nasional Indonesia, sebab 

Laksamana Johan Jani atau “Tuanku Sri Sultan Djohan Djani Alam Sjah” dan para penerusnya 

adalah orang-orang Gujarat (India). Mungkin inilah sebabnya Daya Pasai tidak disebut sebagai 

Kerajaan Islam Pertama di Nusantara, melainkan Samudera Pasai sebagaimana yang dipelajari  

bangku-bangku sekolah. 

 

Samudera Pasai sendiri berdiri pada tahun 1285, yakni setelah Kerajaan Daya Pasai hancur lebur 

dihantam gempuran dari dua arah, yakni dari darat oleh pasukan Marah Silu alias Iskandar Malik 
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yang memimpin kelompok muslim pribumi dari Batak Aceh Gayo, dan dari laut diserang oleh 

armada dari Ke-Khalifahan Bani Mamaluk yang dipimpin oleh Laksamana Ismail As Siddik. Pada 

saat yang sama, armada Tamiang pimpinan Laksamana Yusuf Kayamudin yang bekerjasama 

dengan pasukan perang Dinasty Yuang berusaha menyerang pasukan Iskandar Malik namun 

keduanya berhasil dihancurkan oleh armada perlak di bawah komando Laksamana Muhammad 

Amin. Muhammad Amin sendiri adalah Ayah tiri dari Marah Silu, sehingga berdasarkan 

persetujuan Muhammad Amin, Marah Silu atau Iskandar Malik dinobatkan oleh Laksana Ismail 

menjadi Raja di Pasai yang berganti nama menjadi Kerajaan Samudera Pasai dengan gelar "Sultan 

Malikus us Saleh" 

 

Sultan Malikul Saleh, memiliki dua orang putra, yakni Pangeran Malik Tahir dan Pangeran Malik 

ul Mansur. Sepeninggal Malikul Saleh, pangeran Malik ut Tahir naik tahta (1296 – 1327) 

Memimpin Samudera Pasai. Sedangkan pangeran Malik ul Mansur yang menikahi salah seorang 

cucu dari Sultan Bahaudin Kamil, yakni Putri Nur Alam Kumalasari, memilih untuk tinggal dan 

memimpin di wilayah muara sungai Barumun sejak tahun 1295 (setahun sebelum pengangkatan 

Malik ut Tahir menjadi Raja Samudera Pasai II). Entah karena pengaruh faham Sunny yang dianut 

oleh isterinya, Pangeran Malik ul Mansur akhirnya membangkang pada Kerajaan Samudera Pasai 

yang saat itu dipimpin oleh saudaranya yang berfaham syi'ah. Sehingga pada tahun 1299 Malik ul 

Mansur mendirikan kesultanan Aru Barumun. 

 

Guna menghindari perang saudara, serta khawatir dengan sabotase dari orang-orang Gujarat 

(India) bekas Kerajaan Daya Pasai yang mengincar menjadi Raja Daya Pasai ke-7, akhirnya 

Kerajaan dibagi dua, menjadi Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aru Barumun yang 

wilayahnya dibatasi oleh sungai Tamiang Aceh. 

 

Pada masa yang sama, yakni sekitar 1275-1289, Kerajaan Singosari di Jawa melakukan ekspansi 

besar-besaran dalam mengambil alih kendali perdagangan rempah2 sumatera melalui sebuah 

gerakan yang dikenal dengan istilah "Pamalayu Expedition". Gerakan ini berhasil mengambil alih 

wilayah pusat produksi rempah di Kuntu Kampar, meskipun tidak berhasil menjatuhkan Kerajaan 

Samudera Pasai dan Aru Barumun. 

 



Pada tahun 1292, Kerajaan Singosari di Jawa timur ditumbangkan oleh Kerajaan Kediri yang 

kemudian juga musnah oleh Kerajaan Majapahit. Akibatnya, sisa balatentara Singosari dalam 

"Pamalayu Expedition" yang berada di Kuntu Kampar, menjadi terisolasi dari Induknya yang 

telah musnah, sehingga Sultan Malik ul Mansur, Raja Aru Barumun dengan mudah merebut 

kembali wilayah Kuntu Kampar nyaris tanpa perlawanan dan dibiarkan pula oleh pihak samudera 

Pasai yang sejak tahun 1279 Kerajaan Perlak sebagai induknya telah berada di bawah kekuasaan 

Majapahit.  

 

Atas dasar itulah kemudian, Sultan Malik ul Mansur, Raja Aru Barumun mendeklarasikan 

berdirinya kesultanan Kuntu Kampar sebagai Kerajaan kecil (semacam propinsi) dibawah 

kesultanan Aru Barumun. Sultan Malikul Mansur mengangkat putranya, Sultan Said Amanullah 

Perkasa Alam sebagai Sultan Kuntu yang pertama. Menurut buku Tuanku Rao, Sultan Anmanullah 

Perkasa Alam, berwatak buruk, Sombong dan suka menindas penduduk setempat. Karena 

kesombongannya itu pula dia tidak mau mengakui bahwa kakeknya, Sultan Malikus Saleh (Raja 

Samudera Pasai) adalah orang Sumatera, melainkan katanya keturunan Iskandar Zulkarnain. 

Mitos inilah yang kemudian berkembang di wilayah Kesultanan Kuntu Kampar. 

 

Kesultanan Kuntu Kampar terletak di Minangkabau Timur, daerah hulu dari aliran Kampar Kiri 

dan Kanan. Kesultanan Kuntu atau juga disebut dengan Kuntu Darussalam di masa lalu adalah 

daerah yang kaya penghasil lada dan menjadi rebutan Kerajaan lain, hingga akhirnya Kesultanan 

Kuntu dikuasai oleh Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Kini wilayah Kesultanan Kuntu 

hanya menjadi sebuah cerita tanpa meninggalkan sedikitpun sisa masa kejayaan, Kesultanan 

Kuntu kini berada di wilayah Kecamatan Kampar Kiri (Lipat Kain) Kabupaten kampar. 

 

Kuntu di masa dahulu adalah sebuah daerah yang sangat strategis baik dalam perjalanan sungai 

maupun darat. Di bagian barat daya Kuntu, di seberangnya ada hutan besar yang disebut Kebun 

Raja. Di dalam hutan yang bertanah tinggi itu, selain batang getah, juga ada ratusan kuburan tua. 

Satu petunjuk bahwa Kuntu dulu merupakan daerah yang cukup ramai adalah ditemukannya 

empat buah pandam perkuburan yang tua sekali sehingga hampir seluruh batu nisan yang 

umumnya terbuat dari kayu sungkai sudah membatu (litifikasi). Salah satu di antara makam-
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makam tua itu makam Syekh Burhanuddin, penyiar agama Islam dan guru besar Tarekat 

Naqsabandiyah yang terdapat di Kuntu. Makam itu berada dekat Batang Sebayang. Syekh 

Burhanuddin diperkirakan lahir 530 H atau 1111 M di Makkah Almukarramah dan meninggal 

pada 610 H atau 1191 M. Menurut buku Sejarah Riau yang disusun oleh tim penulis dari 

Universitas Riau terbitan tahun 1998/1999, Kuntu adalah daerah yang pertama-tama di Riau yang 

berhubungan dengan pedagang-pedagang asing dari Cina, India, dan negeri Arab Persia. Kuntu 

juga daerah pertama yang memainkan peranan dalam sejarah Riau, karena daerah lembah Sungai 

Kampar Kiri adalah daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia dalam periode antara 500-

1400 masehi.  

 

Zaman dahulu, Kuntu dikenal sebagai daerah yang subur dan berperan sebagai gudang penyedia 

bahan baku lada, rempah-rempah dan hasil hutan. Pelabuhan ekspornya adalah Samudra Pasai, 

dengan pasar besarnya di Gujarat. Kuntu juga adalah wilayah yang strategis sebab terletak 

terbuka ke Selat Melaka, tanpa dirintangi pegunungan. Kuntu juga adalah tanah tua yang mula-

mula dimasuki Islam yang dibawa oleh para pedagang dan di masa itu baru dianut di kalangan 

terbatas (pedagang) karena masih kuatnya pengaruh agama Budha yang menjadi agama resmi 

Sriwijaya di masa itu. Ketika Cina merebut pasaran dagang yang menyebabkan para pedagang 

Islam Arab-Persia terdesak, maka penyebaran Islam sempat terhenti.  

Para pedagang Arab-Persia-Maroko mulai kembali berdagang di Kuntu dalam abad ke XII Masehi 

di masa kekuasaan Kesultanan Mesir era Fatimiyah, dinasti yang mendirikan Universitas Al Azhar 

di Kairo. Kuntu juga memiliki hubungan erat dengan Kerajaan Islam Dayah di Aceh di bawah 

Sultan Johan Syah dalam hal perniagaan. Setelah Kerajaan Pasai berdiri, mereka bahkan berhasil 

memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kuntu. Pada waktu itu dihulu sungai Siantan sudah 

ada suatu Kerajaan yang bernama Kerajaan Putri Lindung Bulan yang Rajanya berasal dari 

Hindustan yang mana Kerajaan ini pernah diserang oleh Raja kedatangan Hindustan juga, karena 

beliau tidak bisa memerangi Raja/Ratu Putri Lindung Bulan Aditiawarman terus lari arah ke barat 

setelah beberapa lama dalam perjalanan mereka sampai ke Luhak Tanah Datar, karena ia lengkap 

membawa senjata Aditiawarman disambut dengan baik oleh penduduk Tanah Datar karena takut 

dengan kelengkapan senjatanya, setelah beberapa lamanya dan akhirnya Aditiawarman menjadi 



penguasa dan menobatkan dirinya sebagai Raja Minang Kabau di Pagaruyuang dengan 

menaklukkan tiga jurai Aditiawarman berkuasa 1339 sampai 1376 dan anaknya Anggawarman 

1377 sampai 1400 an. Yaitu:  

 Sultan Bakilap Alam, adalah raja pertama yang diakui. 

 Sultan persembahan. 

 Sultan Alif. 

 Sultan Banandangan. 

 Sultan Bawang (Sultan Muning l ) 

 Sultan Patah (Sultan Muning ll) 

 Sultan Muning lll. 

 Sultan Sembahyang. 

 Putri Gadih Reno Sumpur. 

 Sultan Ibrahim. 

 Sultan Usman. 

 

Aditiawarman tidak tercatat sebagai Raja Minang Kabau tetapi berkuasa di Minang Kabau 

Pagaruyung, bersama anak keturunannya yaitu Anggawarman sampai Raja pertama yang di 

nobatkan. Dan selanjutnya kembali kepada pengikut Parpatih Nan Sabatang, yang turun dari 

Luhak Lima Puluh, adalah 5 (lima) datuk ke Lima Kota (Kuok, Bangkinang, Salo, Air Tiris, dan 

Rumbio) di sungai Kampar Kanan, dan tiga datuk ke gunung lelo malintang, dan Muaro Takui 

(Muara Takus). Di Kampar Kiri diantaranya Dt.Raja Godang yang di Kuntu. Dengan telah hilangnya 

Kerajaan Putri Lindungan Bulan di sungai Siantan, yang disebut Kerajaan Minang Kabau Timur, 

atau Kerajaan Minang Tauwan/Kuntu Kampar. Pada abad 14 sampai abad 17, Kuntu dikuasai oleh 

Kerajaan Pagaruyung, Minang Kabau, dan diri sinilah cikal bakal Kerajaan Gunung Sahilan yang 

berada di sungai Kampar. 

 

II. Kerajaan Gunung Sahilan (Abad 17 sampai Kemerdekaan RI) 

Pada abad ke 17, didirikanlah Kerajaan Gunung Sahilan yang juga disebut Kerajaan Darussalam 

konon nama “Darussalam “diambil dari nama Kesultanan Kuntu Darussalam. Kerajaan Gunung 



Sahilan ini merupakan Kerajaan yang ada hubungannya dengan Kerajaan Pagaruyung yang ada di 

Minangkabau. Maka Raja pertama Kerajaan Gunung Sahilan berasal dari keturunan Raja 

Pagaruyung. 

Kerajaan Gunung Sahilan memiliki empat Ke-Khalifahan yaitu Ke-Khalifahan Kuntu, Ke-Khalifahan 

Ujung Bukit, Ke-Khalifahan Batu Sanggan dan Ke-Khalifahan Ludai. Ke-Khalifahan ini dipimpin 

oleh seorang Khalifah atau disebut juga Raja Luhak yang memimpin beberapa Ke-Negerian atau 

kampong dan setiap Ke-Khalifahan memiliki peranan masing – masing sebagai bagian dari 

Kerajaan Gunung Sahilan dalam mengatur masyarakat dalam aspek kehidupan. 

Khalifah Kuntu yang bergelar Datuk Bandaro mempunyai tugas dan kewajiban menyelesaikan 

perkara Adat. Apabila Khalifah Kuntu ditugaskan menyelesaikan masalah Adat dalam 

musyawarah Majelis Dewan Menteri Kerajaan Kampar Kiri, maka bendera (tonggou) yang berdiri 

adalah bendera Khalifah Kuntu. Begitu pula dengan tugas datuk-datuk lainnya. Datuk Godang 

Khalifah Batu Sanggan berkewajiban menyelesaikan perkara keamanan, Datuk Marajo Basa 

Khalifah Ludai menyelesaikan masalah Hukum, dan Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit 

menangani urusan syarak (agama).  

 
III. Pra Kemerdekaan 

 
Pada tahun 1905, Yang Dipertuan Sulung Abdul Jalil Raja Gunung Sahilan memberikan mandate 
kepada Khalifah Kuntu Datuk Haji Naro untuk menjalin kerjasama tentang pengelolaan 
Sumberdaya Alam dengan pihak Belanda. Dan Piagam ini ditandatangani oleh Datuk Haji Naro dan 
Ratu Wilhelmina, Maka Piagam ini juga disebut “PIAGAM KUNTU” 
Isi Piagam Kuntu Tahun 1905 : 

1. Belanda (VOC) diperkenanakan berinvestasi dibidang perkebunan di Wilayah Kerajaan 

Gunung Sahilan atau Rantau Kampar Kiri Tetapi tidak boleh disebut daerah Jajahan 

2. Belanda (VOC) dalam hal pengelolaan Sumberdaya alam Harus Tunduk kepada Peraturan – 

peraturan Adat yang ada di Kerajaan Gunung Sahilan. 

3. Belanda tidak boleh mencampuri tatanan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang 

Adat istiAdat dan agama. 

Sebagai tindak lanjut dari Piagam Kuntu atau kerjasama dengan pihak Belanda, dibagikanlah 122 

buah “koupon” 



 
IV. Kemerdekaan 

Pada Masa Kemerdekaan Peranan Masyarakat Adat Kekhlifahan Kuntu sangat besar untuk 

Republik Indonesia hal ini terbukti, Pada tahun 1949,Masa Agresi Belanda yang terakhir Kuntu 

dijadikan Front terdepan dalam perlawanan terhadap belanda didaerah Sumatra Tengah dan 

front perlawanan ini dipimpin oleh Letkol Hasan Basri Lilit dan beberapa tokoh lainnya, 

diantaranya Khaharudin Nasution (Bekas Gubernur Riau). Dan masa itu Kuntu juga dijadikan 

Ibukota Sumatra Tengah Darurat. 



B. HUBUNGAN ANTARA KE-KEKHALIFAHAN KUNTU DENGAN KE-NEGERIAN KUNTU 

Ke-Khalifahan Kuntu memimpin beberapa Ke-Negerian yaitu Ke-Negerian Kuntu, Ke-Negerian 

Padang Sawah dan Ke-Negerian Domo. Setiap Ke-Negerian memiliki perangkat Adat (Ninik 

Mamak) untuk mengatur masyarakat masing – masing Ke-Negerian dalam beberbagai aspek 

kehidupan, baik hubungan antar warga Ke-Negerian, warga Ke-Negerian dengan Ke-Negerian lain, 

Ekonomi, sosial budaya dan politiknya sendiri termasuk didalamnya pengaturan sumberdaya 

alam yang dimiliki oleh Ke-Negerian dan Ke-Khalifahan. Aturan yang mengatur tentang wilayah 

Adat, kesepakatan Adat yang menyangkut orang banyak di 3 Ke-Negerian akan di atur oleh Ke-

Khalifahan sedangkan aturan-aturan yeng lebih rendah cakupannya akan di atur oleh Ke-Negerian 

sendiri. Jadi dalam hal hukum yang mengatur hubungan antara Ke-Negerian dengan pihak luar di 

luar Ke-Khalifahan akan di lakukan oleh Khalifah Kuntu yang bergelar Datuk Bandaro Khalifah 

Kuntu. Sehingga kepentingan bersama dalam Ke-Khalifahan tidak terganggu. Aturan-aturan itu 

masih berlaku dengan baik sampai saat ini, meskipun ada kontradiksi atau kadangkala tidak 

sejalan dengan berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah baik yang diatur oleh pusat, 

provinsi maupun Kabupaten atau bahkan oleh Desa.  

 
C. ATURAN ADAT DALAM SISTEM PENGUASAAN TANAH DAN SUMBER DAYA ALAM 

Aturan dalam melakukan penguasaan tanah dan sumber daya alam melalui aturan yang sangat 

sederhana, masyarakat hanya perlu menyampaikan kepada Ninik Mamak. Hal ini di lakukan agar 

tidak terjadi tumpang tindih antara lahan masyarakat. Kemudian  dalam aturan Adat Ke-

Khalifahan Kuntu ada yang namanya Pusaka tinggi dan Pusaka Rendah. Harta Pusaka Tinggi 

tidak boleh diperjualbelikan seperti Hutan, sungai, perkuburan dan pengelolaannya harus 

berdasakan musyawarah Adat, sedangkan Harta Pusaka Rendah boleh diperjual belikan tetapi 

harus persetujuan Ninik Mamak sebagai pemangku Adat. 

1. Kawasan hutan adalah kawasan dengan kepemilikan Komunal 

2. Kawasan Pemukiman dan Perkebunan adalah kawasan  dengan kepemilikan pribadi yang 

diturunkan berdasarkan keturunan. 

3. Kawasan sungai adalah kawasan yang kepemilikannya berkelompok dan Komunal, seperti 

lubuk larangan yang di inisiasi oleh pemuda Adat. 



 



D. SISTEM KEPEMILIKAN 

Kepemilikan tanah perorangan di akui oleh masyarakat lain jika ada yang akan mengelola lahan 

yang belum ada pemiliknya maka akan dianggap sebagai orang yang berhak atas lahan tersebut, 

dan akan di turunkan kepada generasi berikutnya. Jika akan mengelola lahan yang sudah pernah 

di kelola oleh penduduk lain akan diperbolehkan jika telah mendapat ijin dari pengelola 

sebelumnya dan berstatus pinjam pakai, dan tidak ada proses jual beli antar komunitas. 

 
E. PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM 

Ada beberapa aturan Adat yang teridentifikasi, yaitu aturan pengelolaan lubuk larangan, dan 

aturan pengelolaan lahan dah hutan seperti hutan Adat, namun ada yang masih terus bertahan 

dan ada aturan Adat yang telah mengalami pergeseran. Aturan pengelolaan sungai melalui Lubuk 

Larangan, Lubuk larangan adalah sebagian aliran air sungai yang tidak di benarkan untuk di ambil 

ikannya dalam batas waktu yang tidak di tentukan, sampai ada kata sepakat oleh seluruh 

komponen masyarakat untuk membuka lubuk larangan untuk di ambil ikannya dan di batasi 

dalam waktu satu hari, kemudian di tutup kembali. Ikan yang di kumpulkan akan di lelang, Lelang 

di ikuti oleh masyarakat Ke-Negerian sekitar bahkan orang luar. Hasil dari lubuk larangan akan di 

jadikan kas Kelembagaan Adat, Mesjid, Kelompok Pemuda dan Pemerintah Desa. 

 
F. SISTEM PERKEBUNAN DAN PERTANIAN 

1. Wilayah yang dijadikan perkebunan, pertanian dan kesesuaiannya. 

Wilayah Ke-Negerian Kuntu  termasuk wilayah yang memiliki lahan yang datar, dan masyaraka 

Adat Kekahalifahan Kuntu banyak mengunakan lahan tersebut dengan berkebun karet, 

perikanan kemudian lahan peretenakan.yang dapat di manfaatkan sebagai kebun sangat 

sedikit, tidak banyak pilihan buat masyarakat, dengan kearifan lokal, pada umumnya lahan 

yang digunakan untuk lahan perkebunan adalah wilayah yang mudah di jangkau, biasanya 

berada di dekat sekitar sungai. 

 



2.    Aturan Adat Pembagian Ruang (Jenis Pemanfaatan Lahan Masyarakat)  

 Rimbo/ adalah sebutan untuk hutan secara umum. Belukar adalah sebutan untuk wilayah yang 

tidak di kelola lagi, atau bekas kebun yang sudah di tinggalkan.  

 
3. Aturan pengelolaan menurut Adat  

Wilayah ulayat Adat adalah milik persukuan (komunal), dapat dikelola oleh masyarakat namun 

tidak boleh diperjual belikan. 

 
4. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

a. Lubuk Larangan 

Lubuk larangan merupakan salah satu kearifan lokal Masyarakat Adat di Kampar Kiri dalam 

mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan khususnya pengelolaan sungai. Lubuk 

larangan memberikan nilai positif terhadap masyarakat, tidak hanya sebagai pemasukan kas 

Ke-Negerian, lubuk larangan juga mampu memberikan rasa persaudaraan yang kuat 

(terlihat banyak masyarakat yang berada diluar ikut berpartisipas), menciptakan rasa 

kekompakan masyarakat, menumbuhkan rasa peduli terhadap kampung yang tinggi, dan 

berperan dalam pelestarian ikan dan sungai. 

Peraturan yang berlaku dalam lubuk larangan diantaranya, ikan yang hidup atau berada di 

dalam wilayah lubuk larangan tidak dibenarkan untuk diambil oleh siapapun, menurut 

masyarakat siapa saja yang melanggar dengan segaja akan mengalami bencana, seperti sakit 

yang tak pernah sembuh atau meninggal dunia. Biasanya lubuk larangan di buka satu kali 

dalam satu tahun. 

Pembukaan lubuk larangan diawali musyawarah masyarakat di kampung untuk 

memutuskan dan membicarakan apakah lubuk larangan sudah memungkinkan untuk di 

panen, Selanjutnya setelah ada kata sepakat di kampung, kemudian di bentuk panitia 

persiapan pelaksanaan lubuk larangan. Dalam musyawarah juga akan menetapkan beberapa 

hal seperti jumlah pembayaran andel. andel adalah pembagian ikan yang tidak dilelang 



diberikan kepada orang yang mendaftar dengan membayar sesuai dengan biaya yang telah 

ditetapkan didalam musyawarah sesuai dengan jumlah andel, misalkan ada 100 andel 

(orang yang mengambil bagian) maka jumlah ikan sisa lelang dan ikan-ikan yang memang 

jenis ikan kecil akan di gabung dan dibagi rata dengan jumlah andel. 

Panen atau menangkap ikan di lubuk larangan yang biasa di sebut “cokau ikan lubuk larang”, 

diawali dengan membuka kunci lubuk larang oleh pawang/dukun. Penangkapan ikan 

didalam lubuk menggunakan berbagai cara, menggunakan jaring (Pukat), Jala dan senapang 

dengan anak panah besi (Mirip harpoon), didalam menangkap ikan dalam lubuk larang tidak 

dibenarkan menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan seperti menggunakan 

racun atau menggunakan aliran listrik. Hasil ikan yang ditangkap akan di lelang dikampung. 

Hasil lelang ikan akan dimanfaatkan dalam pembangunan kampung. Jenis-jenis ikan yang 

berada di dalam lubuk larangan: Barau, Tapah, Singarek, Tabangalan, Kulari, Slimang, 

Pantau.  

 
b. Hutan Adat atau Hutan Larangan 

Masyarakat Adat Kuntu juga memiliki aturan Adat yang disebut hutan Adat atau hutan 

larangan, hutan ini berfungsi sebagai penyeimbang alam, dan juga tempat obat-obat 

tradisional. Bagi yang masyrakat yang merambah dikenakan sanksi Adat berupa denda dan 

sampai dikucilkan dari kampong sesuai tingkat kesalahan dan sanksi ini diputuskan melalui 

musywarah Adat 

 
5. Sistem Kelembagaan Adat 

KeKhalifah Kuntu, dipimpin oleh seorang Khalifah yang berasal dari Ke-Negerian Kuntu, 

disetiap negeri terdapat pucuk negeri dan pucuk rantau yang disebut Andiko Besar duo sekato 

artinya yang memimpin daratan dan air disetiap negeri”. Ke-Negerian yang dibawah Ke-

Khalifahan Kuntu yaitu Ke-Negerian Kuntu, Ke-Negerian Padang sawah dan Ke-Negerian Domo. 

Dan setiap Ke-Negerian ada berbagai suku atau marga atau kelompok keturunan dan setiap 

suku itu memiliki perangkat Adat yang disebut Ninik Mamak. 



 
5.1.   Khalifah 

Khalifah merupakan pimpinan dari satu Ke-Khalifahan, Khalifah di Kerajaan Gunung Sahilan 

tidak lain adalah wakil raja di daerah. Seperti halnya raja, tetapi Khalifah tidak berhak 

mencampuri urusan dalam negeri yang berada di bawah pengawasannya secara langsung tan-

pa persetujuan Dewan Menteri. Raja dan Urang Godang Khalifah tidak lain hanya sebagai 

badan pengawas, pengatur, atau koordinator terhadap daerah yang ada di bawah 

kekuasaannya. Selain itu, Khalifah juga bertugas membantu raja dalam menyelesaikan 

masalah-masalah tertentu. Sebagai contoh, Khalifah Kuntu yang bergelar Datuk Bandaro 

mempunyai tugas dan kewajiban menyelesaikan perkara Adat. Apabila Khalifah Kuntu 

ditugaskan menyelesaikan masalah Adat dalam musyawarah Majelis Dewan Menteri Kerajaan 

Kampar Kiri, maka bendera (tonggou) yang berdiri adalah bendera Khalifah Kuntu. Begitu 

pula dengan tugas datuk-datuk lainnya. Datuk Godang Khalifah Batu Sanggan berkewajiban 

menyelesaikan perkara keamanan, Datuk Marajo Besar Khalifah Ludai menyelesaikan 

masalah Hukum, dan Datuk Bendahara Khalifah Ujung Bukit menangani urusan syarak 

(agama).  

 
5.2. Ninik Mamak 

Pemimpin masing-masing suku di dalam Ke-Negerian atau pimpinan Adat (orang yang di 

tuakan di kampung). Ninik Mamak didalam struktur Adat berada di bawah seorang Khalifah. 

Perangkat Ninik Mamak terdiri dari Hulubalang dan Malin. 

 

 

 

 

 

 



5.2.1 Struktur dan tugas Ninik Mamak 

 
 

5.2.2 Fungsi dan peran Ninik Mamak Ke-Negerian 

Datuk Godang Kanegeri berfungsi memegang sepit dan gunting dalam negeri/memegang 

kebijakan dalam negeri. Pemimpin tiap Ke-Negerian secara umum disebut dengan datuk 

godang kenegeri di dalam negeri sebagai pemimpin tertinggi didalam Ke-Negerian 

 
Datuk Godang Karantau berfungsi Tepian Kandimandisi/Laras Kan Dicincang, yang artinya 

orang yang berhak menjaga sungai dan menentukan atau mencari perkampungan baru.  

 

Malin adalah orang yang dipilih dari masing-masing suku sebagai pengurus Mesjid, 

berperan sebagai Imam, Bilal, dan Khotib. Malin ada didalam tiap suku namun perannya 

berbeda, ada sebagai imam, bilal dan malin.  

 

Dubalang, Dubalang adalah orang yang dipilih dalam membantu tugas-tugas Ninik Mamak. 

Berfungsi kaki tangan Ninik Mamak dengan istilah cepat kaki ringan tangan/Pekerja. 

Dubalang terdapat di tiap-tiap suku. 

 

Suluh Palito yang indak omouh padam, cermin yang indak porna kabhur artinya suluh 

bendang dalam negeri (seorang yang berjiwa besar dan panutan masyarakat). Suluh 

terdapat di tiap-tiap suku 



Tunganai  

Tunganai berperan dalam nikah kawin untuk memberitahukan ke suku-suku yang lain. 

Tunganai terbagi tunganai rumah dan tunganai kampung, Tunganai rumah adalah sanak 

kemanakan atau beradik kakak didalam rumah. 

 

Pemimpin Suku, Ninik Mamak adalah orang yang didulukan selangkah dituakan sehari. 

Didalam setiap acara-acara Adat yang akan diadakan di dalam komunitas akan di pimpin 

oleh Ninik Mamak. 

 

Penasehat, Ninik Mamak juga berperan sebagai penasehat di dalam komunitas. Para tokoh 

Ninik Mamak memiliki peran penting bagi Masyarakat Adat di kampar kiri,  jika ada konflik 

didalam komunitas “Cokak banta” diantara  kemenakan, maka Ninik Mamak berhak 

mendamaikan untuk kedua belah pihak yang bertikai, dan penyelesaiannya berdasarkan 

keputusan musyawarah mufakat. 

 

Peran Ninik Mamak dalam nikah kawin 

 

Memberi ijin dan pengarahan terhadap kedua mempelai, Ninik Mamak yang memeberikan 

ijin sesuai dengan suku masing-masing. Tidak boleh menikah dalam satu suku, jika ada yang 

menikah dalam satu suku akan di kenakan sanksi Adat yaitu seekor kerbau dan di kucilkan 

dari masyarakat. Menegakkan tonghau (Bendera Adat), bendera dapat ditegakkan dengan 

memotong seekor Kerbau.  

 

5.2.3 Aturan Jabatan Ninik Mamak (pengangkatan dan Penggantian) 

1. Meninggal Dunia atau Osongan Terangkat, Golau Tatenggek (talotak)  

Sebagai manusia Datuk sebagai seorang Penghulu tidak akan hidup selamanya, sehingga 

gelar tersebut tidak akan disandangnya lagi begitu ia meninggal dunia. Namun Adat 

menyatakan ‘Datuk Mati Penghulu bagolau salamonyo, artinya seorang Datuk sebagaimana 

manusia lainnya tentu akan mengalami kematian namun jabatanya sebagai Penghulu akan 



tetap hidup, karena begitu ia meninggal maka jabatan akan dipindahkan ke lain sesuai 

dengan alur dan patut. Ramo-ramo sikumbang Jati, khotib ondah bakudo, patah tumbuo 

hilang bagonti, pusako lamo dipakai juo. Pemilihan Penghulu pengganti dilaksanakan 

sebelum keranda diangkat ke pemakaman, biasanya digantikan langsung oleh 

Tungkatan/bayang-bayang yang sudah dipersiapkan namun kalau tidak ada maka anak 

kemenakan akan bermusyawarah mencari penghulu sementara hingga terpilihnya Datuk 

yang defenitif. 

2. Usia Lanjut (Tua) atau Ponek Bapa’ontian, Potang Bapamalaman 

Seorang Penghulu mempunyai tugas mengayomi dan melindungi masyarakatnya, namun ada 

kondisi dimana seorang Penghulu tidak dapat melaksanakan tugas tersebut karena kondisi 

usia, dimana Bukik sudah indak tadaki, lurah indak taturuni, maka Ponek bapa’ointian dan 

Potang bapamalaman. Maka jabatan tersebut diserahkan kepada penggantinya, apakah itu 

tungkatan/bayang-bayang yang sudah dikaderkan atau kapak gadai yang sudah ditentukan 

sesuai dengan alur dan patut. 

3. Hidup Batungkek Bodi 

Seorang Penghulu juga masyarakat yang mempunyai pekerjaan untuk menghidupi 

keluarganya, dan kadang-kadang pekerjaan itu mengharusnnya merantau ke negeri orang 

atau meninggalkan kampong halamannya. Dalam kondisi ini tugas dan tanggung -jawabnya 

dapat diwakilkan kepada tungkatan/bayang-bayang atau kapak gadai yang ditunjuk sebagai 

wakilnya, ini disebut dengan Hidup Batungkek Bodi, bapanjang jari. Namun walaupun tugas 

dan kerjaannya sudah dilaksanakan wakilnya tersebut namun apabila ada masalah yang 

penting yang dikenal dengan Biang nan Manumbuok, Gontiong Nan Mamutuikan artinya ada 

masalah penting yang harus diputuskan maka wakilnya tersebut tidak dapat mengambil 

keputusan, wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi Datuk /Penghulu 

yang sebenarnya untuk meminta keputusan. 

 

 



4. Hidup Bakarelaan 

Walaupun pengangkatan Penghulu dipilih berdasarkan alur yang patut salah satunya 

Botuong tumbuoh dimato (berdasarkan garis keturuna), namun tidak mesti yang patut 

tersebut menjadi Ninik Mamak. Karena kadang dalam alur keturunan tersebut tidak ada 

butuong tumbuoh dimato atau kalaupun ada tidak sanggup atau tidak bersedia dicalonkan 

menjadi penghulu dengan alasan yang tepat, maka dipindahkah ke perut yang lain dalam 

suku yang sama dengan catatan ada keikhlasan (kerelaan) dari anak kemenakannya dan 

sudah dimusyawarahkan, sehingga tidak ada muncul kondisi: umah sudah tokok pa’ek 

babunyi. 

5. Mencoreng Kening Sendiri 

Jabatan Ninik Mamak atau Penghulu dapat tanggal (lepas) karena Penghulu tersebut 

melakukan kesalahan, ada empat kesalahan yang bisa membuat lepasnya jabatan ini: 

a. Tapijak dibenang arang 

Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan agama 

dan moral seperti melakukan syirik, murtad dari agama Islam, melawan orang tua. 

b. Tatarung di Galah Panjang 

Penghulu melakukan kesalahan yang menimbulkan malu yang berhubungan dengan 

manusia dan norma masyarakat dan hokum Negara, seperti berzina, merampok, berjudi, 

mabuk-mabukan, meremehkan/menodai kehormatan wanita, korupsi, fitnah, tidak adil, 

menikahi/melarikan istri orang, kemenakan kawin sesuku. 

c. Takurung Dibilik Dalam 

Penghulu dihukum penjara karena perbuatan kriminal dan melanggar dua point diatas. 

d. Tamandisi Pincuan Godang 



Penghulu mengalami stresss, gila atau gangguan jiwa yang istilahnya disebut juga: 

Tapasontiong bungo nan kombang, tapanjiek lansek nan masak. Inilah sebab/alasan yang 

menyebabkan seorang penghulu harus melepaskan gelarnya, namun selama lima hal ini 

tidak dilaksanakan maka jabatan itu akan dipegangnya seumur hidupnya 

 
G. SISTEM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

System pengambilan keputusan Masyarakat Adat adalah melalui musyawarah Adat, seperti 

pengelolaan lubuk larangan, pengelolaan tanah ulayat baik dalam aturan kelola dan penentuan 

waktu panen di bicarakan melalui musyawarah. 

 
H. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT HAK ULAYAT KE-KHALIFAHAN KUNTU 

Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia, KekKhalifahan Kuntu termasuk dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Kampar -  Riau. Dan salah satu kebijakan Pemerintah Kampar adalah 

menetapkan Perda No.12 Tahun 1999 tentang Hak Tanah Ulayat 

Permasalahannya perda ini belum di implementasikan secara maksimal di wilayah Adat sendiri, 

karena masih tetap berlangsung konflik-konflik ruang di Masyarakat Adat dan tidak penyelesaian. 

Dan disisi ho kum perda ini tergolong banci karena tidak ada petunjuk pelaksana dan petunjuk 

teknis dan lebih-lebih tidak adanya payung hokum nasional yaitu berupa Undang – undang 

Pengakuan dan perlindungan Hak Masyrakat Adat. 

 
I. KONFLIK SUMBER DAYA ALAM YANG TERJADI DI WILAYAH ADAT KEKHALIFAHAN KUNTU 

1. Konflik sumberdaya alam dengan Perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper 

Konflik ini sudah berjalan berjalan 18 tahun, sejak dikeluarkannya ijin HTI oleh kementerian 

kehutanan pada Tahun 1994. PT RAPP sampai saat ini tidak memberikan hak – hak Masyarakat 

Adat Ke-Khalifahan Kuntu yang lebih ironis sosialisasi tentang adanya HTI RAPP baru dilakukan 

tahun 2000. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Masyrakat Adat Kekahalifahan Kuntu untuk 

mengembalikan hutan mereka sebagai tanah ulayat tetapi selalu mengalami jalan buntu, Mulai 

dari tingkat Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi dan bahkan sampai ke Pemerintah Pusat 



demikian yang disampaikan oleh Datuk Khalifah Kuntu, Haji Bustamir dan beliau juga 

menyampaikan jalan terakhir adalah Judicial review di Mahkamah Konstitusi kalau itu juga tidak 

dikabulkan maka habislah sudah hak tanah ulayat Ke-Khalifahan Kuntu. 

2. Permasalahan dengan RTRWP Riau yang sedang diajukan 

Masyarakat Adat Kuntu mensinyalir dalam pengusulan RTRWP Riau yang juga termasuk kawasan 

ulayat Kuntu ada pihak pemodal atau agen-agen tanah yang ikut bermain hal ini dibuktikan 

adanya agen-agen tanah yang telah member panjar kepada masyarakat dan sebagian oknum Ninik 

Mamak dengan nilai nominal ratusan juta rupiah. Semua permasalahan diatas menjelaskan tidak 

adanya pengakuan Negara terhadap masyrakat Adat. 


